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ABSTRAK

Pembangunan ekonomi nasional secara menveluruh dalam semua sektor yang
melibatkan semua lapisan masyarakat dengan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi
adalah cara mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merupakan tujuan Negara
Indoncsia sebagaimana tercantum dafam alenia ke-1V Pembukaan Unifang-Undang Dasar
1945 Untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewnjudkan kedaulatan
politik dan ckonomi Indonesia, diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah
pedensi ekonomi menjadi kekuvatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal
baik dari delam negeri maupun dari luar negeri Modal asing yang dibawa oleh investos
merupakan hal yang sangat penting sebagai alal untuk mengintegrasikan ekonomi global,
mendorong timbulnya bisnis, adanya supplay teknologi baik dari proses produksi maupun
permesiman, dan menciptakan lapangan pekerjaan Penurunan drastis arus investasi ke
Indonesia sebagai akibat krisis ekonomi tabun 19971998 masih terasa sampal saatl ini.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menarik minat para investor
menanamkan kembali modalnya di Indonesia. Namun, upaya-upava yang dibangun
tersebut tidak diikuti dengan jaminan kepastian hukum bagi kegiatan investasi. Persoalan
ini mengakibatkan para investor engean untuk menanamican modalnya di Indonesia. Untuk
i, permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana proses pelaksanaan
penanaman modal asing di Sumatera Darat setelah diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 25 Tehun 2007 dan kendala-kendals  vang dihadapl dalam proses pelaksanaan
penanaman  modal asing di Swmatera barat, Penelitian ini mengeunakan metode
pendekatan yuridis sosiologis vang bersifat deskriptif vaitu berupa penelitian langsung di
lapangan untuk memperoleh data dengan cara studi dokumen dan wawancara. Data vang
diperoleh selanjutnys diolah melalui proses cditing dan klasifikas: data pgar dapal
disajikan secara sistematis. Setelah dilakukan pengolahan data, data vang diperoleh
dianalisis secara kualitatif yang kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga dapat
ditarik kesimpulan yang tepat dari hasil penclitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui
bahwa proses pelaksanaan penanaman  modal asing  di  Sumatera Barat setelah
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang  Penanaman Moddal
dilaksanakan berdasarkan ketentuan Persturan Kepala Badan Koordirasi Penanaman
Maodal Nomor LSK/2008 yang secara umum masih mengacuy pada aluran vang lama
Persoalan lokasi dan laban provek, krisis energi, masalah perburahan, masalah instrumen
Pukum di tingkat daerah, dan faktor sosial kemasvarakatan mempakan kendala- kendala
vang dihadapi dalam pelaksanaan penanaman modal asing di Sumatera Barat
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BAB I

FENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mewujudkan masyarakat adil dan makmur merupakan salah satu tujuan Megara
Indonesia sebagaimana tercantum dalam alenia ke-1V Pembukaan Uﬂang-[.hdang Dasar
1945, Untuk mewujudkannys perlu dilaksanzkan pembangunan ekonomi nasional secara
menyeluruh dalam semua sektor yang melibatkan semua fapisan masvarakat dengan
berlandaskan prinsip demokrasi ekonoms

“Pembangunan menyeluruh it merupskan pembangunan nasional berupa suatu
proses perubahan vang dilakukan secara terencana, produktif, mencakup segala aspek
kehidupan bangsa vaitu aspek ekonomi, politik, demografi, psikologi, hukum, intelekival,
maupun leknologi termasuk industri ™

Untuk mempercepat pembangusan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan
politik dan ekonomi Indonesia, diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah
potens: ckonomi menjads kekuatan ekenomi rill dengan menggunakan modal vang berasal
oaik dart dalam negeri maupun dari luar negeri

“Modal asing yemg dibawa oleh investor merupakan hal vang sangat penting
sebagai alat untuk mengintegrasikan ekonomi global. mendorong timbulnya bisnis, adanya
soplay teknologi baik dari proses produksi maupun permesinan, dan menciptakan
zpangan pekerjaan.’™*

Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2007 tentang Penanaman Medal yang disahkan

=== diendangkan oleh pemeriniah pada tanggal 26 April 2007 diharapkan mampu

cwira k. Hagponn, feswnd Penonamers Afogal, PT Bagrafinds Persada, Fakarto, 2007, hal 3
L oalik, “Smninan Kepostion fekem dalfame Kegiatan Penovamon Modal I fndonesia” . Jumal
ris Molume 26 Mo 4. Yavasan pengembangnn Hukum Bisnes | Jakana 2007, hal, 16
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menjawab tantangan dan kebutuhan  untek mempercepart perkembangan perckonomian
nasional, melalui kenstruksi pembangunan hukem nasional di brdanz penanaman modal
vang bersaing dan berpibak kepada kepenlingan nasional, serta diharapkan manpu
memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para penanam modal di Indonesia

Dengan  dwndangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Fenanaman Modal, maka semua Undang-Undang ferdahulu yvang mengatur masalah
penanaman madal yaitu Undang-Undang Nomor | Tahun 1967 jo Undang-Undang Nomios
LE Tahun 1970 Tentang Penanzman Modal Asing dan Unidang-Undang Nomaor 6 Tahon
1968 jo Undang-Undang Nomer |12 Tehun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Megeri
dinyatakan lidak berlaku lagi (Pasal 38 Undang-Undang Nomar 25 Tahun 2007) Namun,
dalam aturan peralihannya dinvatakan bahwa semua peraturan pelaksana Undang-Undang
Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri dinvatakan tefap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dan belum dizatur dalam peraturan pelaksana vang bary

Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah apakah dengan diundangkannya
Lndang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ini telah memberikan jalan keluar atas semua
cersoalan penanaman modal yang ada di Indonesia? Ternvata masth cukup banyak
<ejangealan dan kekurangan vang dirasakan

Salah satu kejanggalan yang menjadi sorotan dari penulis adalah masalah jaminan
cepastian hukum Seperti yang kita ketzhui bahwa dalam Pasal 26 Aver (3) Undang-
- =2ang Nomer 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Madal menyebutkan bahwa ketentuan
==nzenai tata cara dan pelaksanaan penanaman modal dilakukan berdasarkan sistem
sezvanan terpadu salu pintu, yang ketentuannva distur lebib lanjut dengan Peraturan
“==den Yang menjadi persoalan disini adalah bahwa samprn saat ini Peraturan Presiden
== dimaksud belum jugs disabkan Selain persoalan di atas terdapat persoalan lain

- wula heberapa aturan pelaksana vang perlu ditinjau kembali keberlakuanva karena

Ik



aila yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, diantaranya semua
Keputusan Presiden yang mengatur tentang Badan Koordinasi Penanaman Medal (BKPM)
terkait masalah perubahan kewenangan dari BKPM. Selain itu, peraturan pelaksana yang
terkait masalah pelayanan dalam rangka penanaman modal yvaitu Peraturan Menteri Dalam
Meger: Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang dikeluarkan sebelumnya secara substansial bertentangan dengan kelentuan
pasal 25 - pasal 29 tentang Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintn BEPM

“Kelemaban lain yang dipandang panjil adalah bahwa semus permohonan
penanaman modal dan permohonan lainya vang berkaitan dengan penanaman modal VENE
telah disampaikan kepada instansi vang berwemang dan pada tanggal disahkannva
Undang-Undang Momer 23 Tahun 2007, wajib disesuaikan dengan ketentuan yang bars
Hal mi mengakibatkan terjadinys kevakuman penanganan Permohonan lzin sampai
peraturan pelaksana yang baru terbentuk dan dalam jangka waktu terschut tentunya telah
banvak momen investasi vang hilang begitu saja.™

Disamping kelemahan-kelemahan yang menvangkut persoalan jaminan kepastian
ukum tersebut, kelemahan-kelemahan dalam hal pelaksanaan aturan-sturan vang ada oleh
cihzk-pihak terkait dalam penanaman modal juga harus mendapat sorotan pemerintah
“oususnya dan semua pihak pada umumnya agar proses pelaksanaan penanaman modal di
zoanzan dapat beqjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Iika kelemahan-kelemahan tersebut tidak segera diatasi dan penerapan di lapangan
w2z sgjalan dengan ketentuan yang berlaku, bukan tidak mungkin Undang-Undang

mor 25 tahun 2007 tersebut tidak akan mampu menjawab tantangzan dan kebuluhan

“fios mempercepat pertumbuhan perekonomian nasional di bidang penanaman modal,
=ex o konstrukst pembangunan hukum nasional di bidang penanaman modal,

Herdasarkan persoalan-persoalan  tersebut di atas maka penulis merasa terarik

= menelit dan mengkaji lebib lanjut dalam suatu karya ilmiah vang berbentuk skripsi

S s2uliah oo ko Afas Undang-Undane Penanaman Modal Ve 23 Tafen 2007 Sk
— 0 Hukumn Bistis Vielume 26 No 4, Yayvasan Penpeimbangan Hokon Bisnis, Tnkaria | 2007
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vang ditulis dengan judul ™ PROSES PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
ASING DI SUMATERA BARAT SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-
UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007
B. Pernmusan Masalah
Berdasarkan uraian di alas, maka permasalahan ya ng zkan dibahas dalam penulisan
int adalah :
I Bagaimana proses pelaksanasn penanaman modal asing di Sumatera Barat setelah
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20077
2. Kendala apa vang dihadapi dalam proses pelaksanaan penanaman modal asing di
sumatera Barat ?
C. Tujuan Penelitian
I Umum
Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah dalam rangka menyusun sebuah skripsi
272 utuh puna memenuhi salah satu syarat wntuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
“ziultas Hukum Universitas Andalas

S TREIT:

“dapun tujuan dari penelitian ini adalah

+ Lok mengelahui bagaimana proses pelaksanaan penanaman modal asing di
sumatera Barat setelah diberlakukannya U ndang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
Lnotuk mengetahui kendala-kendala apa saja vang dihadapt dalam proses

celzksanaan penanaman modal asing di Sumatera Barat,

| ]
=

“a=fzat Penclitian
“wepun manfast yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini adalah

— B IR



BAE IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan

schagai berikut

L.

Proses pelaksanzan  penanaman  modal asing di Sumptera Barat setelah
diberlakukannyva Undang-Undang Nomeor 25 Tahun 2007 lentang  Penanaman
Maodal  dilaksanakan berdasarkan  ketentsan  Peraturan Kepala Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 1/SK/2008 lentang Perubaban Kedua Atas Kepufusan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/51/2004 tentang Pedoman
dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang didinkan Dalam rangka
PMDN dan PMA, yvang mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun
2004 Tentang Penvelenggaraan Penanaman Modal Yang Didinkan dalam Rangka
PMA  dan PMDN Melalui Pelayanan  Sam Atap. Hal ini mengakibatkan
kewenangan pemberian izin penanaman  modal vang seharusnya merupakan
kewenangan daerah masih berada pada BKPM,  vang bertentangan dengan
ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 235 Tahun 2007 menyatakan baliwg
pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan berdasarkan sisterm pelayanan terpadu
satu pirdu (PTSP). Berdasarkan ketentuan dar sistem PTSP, BKPM berfungsi
bagal badan yang mengkoordinasikan pelayanan  perizinan dalam ranghka

renanaman modal baik PMDN/PM A

B



2 Secara umuom khusus unmk wilayah Sumatera Baral, persoalan yang senng

dihadapi dalam pelaksanaan penanaman modal khususnya PMA adalzh

- Persoalan lokasi dan laban provek

= Krisis energi

= Masalzh pesbunthan

- Masalah instrumen hukum di tingzkat dagrah

- Faktor sosial kemasvarakatan

H. Saran

-4

Agar pemenintah segers membentuk peraturan-peraturan pelaksana dan Undang-
Undang MNomor 25 Tahun 2007 terutams peraturan pelaksana tentang sistem
pelayanan  terpadu  satu pintu yang merupakan  instrument  dasar  dalam
penyelengoaraan pelaksanaan perizinan penanaman modal di Indonesia, Selain ina
pemenntah dibarapkan juga melakukan peninjayan kembali terhadap peramran-
peraturan pelaksana di bidang penanaman modal vang masih bedaku ontuk
disusuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

Agar pemerintah meningkatkan kenerja, koordingsi antar lembags dan koordinasi
dengan pemenntah daerah, sera berperan akef dalam penyelenggaraan dan
pengawasan  pelaksanaan penanaman  modal, sehingga  dapat  diminimalisir
tindakan-tindakan penyalahgunazn wewenang oleb oknum-oknum atay pihak
terkait.

Agar pemerintah lebil tanggap terhadap berbagai keluban dan permasalahan vang
disampaikan olch para penanam modal dalam penvelenggaraan  pelaksanaan
renanaman modal. dan ket serta mencan solusi dan persoalan investasi di

Indonesia umumnya dan Suematera Barag khususnya.
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